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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Kekayaan 

Daerah terdapat beberapa kekayaan Daerah yang belum 

terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 

Daerah nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah: 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kekayaan Daerah ( Grader & Exavator), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

49 Tambahan 

3262), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - 

16 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Umum dan Tata 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang Nomor 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999):



    

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - 

Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987), 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3965), 

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

|



  

10. 

11. 

12. 

13. 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389), 

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

5679), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036. 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 

Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 171), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Nomor 310),



    

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RETRIBUSI 

KEKAYAAN DAERAH (| GRADER & EXAVATOR ) 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Boaelmo . 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Bupati adalah Bupati Boalemo. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan 

Lembaga Lain. 

Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan 

Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang 

bersifat mengatur dan mengikat secara umum. 

Keputusan Kepala Daerah atau yang disebut dengan 

Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah yang bersifat penetapan. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena 

pada dasarnya dapat pula di sediakan oelh sektor swasta. 

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

| 
usaha yang bersangkutan.



10. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. 

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan 

  

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

BAB II 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

  

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi 

atas pemakaian kekayaan daerah. 

Pasal 3 

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan 

Daerah yang meliputi : 

1. Grader 

2. Exavator Besar 

3. Exavator Kecil



Pasal 4 

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki 

Pemerintah Daerah. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Rertribusi Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa 

Usaha 

Pasal 6 

Wajib Retribusi Kekayaan Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang 

menggunakan / menikmati Kekayaan Daerah yang di miliki Pemerintah 

Daerah. 

BAB IV 

TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 7 

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 

1. Grader Rp. 2.500.000,- /hari (8 Jam Kerja) 

2. Exavator Besar Rp. 350.000,- /Jam 

3. Exavator Kecil Rp. 250.000,- /Jam 

Pasal 8 

(1) Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah dilakukan secara 

tunai/lunas. 

(2) Pembayaran Retribusi Kekayaan Daerah menggunakan SKRD atau 

dengan menggunakan SSRD. 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

wajib retribsui melalui Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk atau 

melalui Bendaharawan Penerimaan pada OPD.



BAB V 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 9 

Kerusakan disebabkan oleh penyewa terhadap semua Obyek retribusi 

berikut perlengkapannya selama pemakaian adalah Tanggungjawab dan 

Beban Pemakai / Penyewa 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 

November 2019 pada tanggal ara 

    
Diundangkan di Tilamuta 

pada tanggal 22 November 2019 

SEKRETARIS DAERAH BUPATEN BOALEMO, 

  

HUSAIN. AA ETANGO 

(BERITA DAERA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 

.....o.c..


